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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai 

dengan kadar kemampuan dan berfikir mengenai hukuman mati bagi pelaku 

tindak pidana narkotika, maka dalam bab ini penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 145 PK/Pid.Sus/2016 tentang 

hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika, hakim disini tetap 

menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon 

peninjauan kembali. Dan mendakwa pelaku dengan  Pasal 114 ayat (2) jo. 

Pasal 132ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. 

2. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana narkotika sudah 

sesuai dengan hukum pidana Islam. Karena tindak pidana narkotika yang 

dilakukan oleh pelaku termasuk dalam kategori jarimah ta’zir. Karena 

tidak ada ketentuan dari nas yang mengatur secara eksplisit tentang 

hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika. Sehingga dalam 

penjatuhan hukuman diberikan sepenuhnya kepada ulil amri atau hakim. 

Dengan memperhatikan kemaslahatan umum. 
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B. Saran 

1. Penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius dan harus 

dihilangkan. Dalam mewujudkannya perlu partisipasi dari semua elemen 

masyarakat. Mulai dari pemerintah, lembaga penanggulangan narkoba, 

dan masyarakat. 

2. Untuk para penegak hukum seperti hakim dan polisi, diharapkan lebih 

teliti lagi dalam menjatuhkan hukuman. Hukuman bagi pelaku 

penyalahgunaan narkotika haruslah memberikan efek jera bagi dirinya 

dan masyarakat untuk kedepannya. 

3. Setiap orang diharapkan untuk dapat mempelajari lagi tentang bahaya 

yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dan hukumannya. 

4. Pemerintah harus mempertegas lagi terkait Undang-undang No. 35 tahun 

2009 tentang Narkotika dan pemerintah juga harus dapat 

mensosialisasikan lagi terkait isi undang-undang ini kepada masyarakat. 

 

 


